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PERATURAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 3 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

DIRERSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

Menmimbang © a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang
menycbutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6
(enam] bulan sejak Undang - undang ini mulai berlaku setiap
Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan
harta kckayaannya dan. bersedia dilakukan pemeriksaan
terhadap kekayaannya scsuai dengan ketentuan dalam
Undang-undang ini;

b, bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara
yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
diperlukan  komitmen  bagi  Penyelenggara Negara  di
lingkungan Perusahaan Umum Daecrah Air Minum Kota
Surakarta untuk melaporkan kekayaannya;

c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam
pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan
kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK] dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta
keckayaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan buruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Direksi tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN} di lingkungan Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

Mengingat * 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa
Yopyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45);

Undang-Undang, Nomor 28 Tahun 1G99 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersth dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Nepara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1060 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 387)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Tawa
Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomeor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
3836);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah:

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1I Surakarta
Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Cair
(Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surakarta

Nomor 17 Tahun 1000 Seri - D Nomor : 2);

: )
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9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017
tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota
Surakarta;

10. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 tahun 2012 tentang
Organ Perusahaan Dacrah Air Minum Kota Surakarta;

11. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota
Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,
Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Dacrah Air Minum

Kota Surakarta.

Mcmperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 572);

3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara;

4. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : SE
Nomor 11 tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan @ PERATURAN DIREKSI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA  NEGARA (LHKPN]) DI LINGKUNGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratuiran Direleci ini yang dimakoud dengan

-
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Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi cksekutit,
legislanf, atau yudikauf, dan pejabat lain yang fungsi dan tapgas pokoknya
berkanan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuni
dengan ketentuan peraturan perundang-undanpan;

Istri/Suami adalah sescorang vang terikat hubungan  perkawinan  menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak un, anak angkat, dan/atau anak
asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan
kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya  dari Penyelenppara  Nepara
dan/atau Istri/Suami;

Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak,
berwujud atau tudak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat
dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami
dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama oleh Penyelenggara
Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum
dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya;

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya  disingkat
LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, berupa dokumen clektronik
mengenai uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi,
penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara;

Pejabat Wajib Lapor LHKPN Perusahaan Umum Daecrah Air Minum Kota
Surakarta yang sclanjutnya discbut Pejabat Wajib Lapor adalah pejabat di
lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang wajib
menyampaikan LHKPN;

Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK, adalah lembaga
negara scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi scbagaimana  telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2010
lentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan
pengelolaan LHKPN di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota
Surakarta;

Pendaftaran adalah penyampaian LIHKPN oleh Penyelenggara Nepara kepada KPK;

. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada

publik;
Admin Instansi adalah pegawai yang ditumjuk olch instansi untuk mengelola

aplikasi e-LHKPN dilingkungan instansinya;

Niraliei ndalah Dirokei Pervsahaan Umum Daorah A Minum Rota Suaralu ta,

>
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Pasal 2

Peraturan Direks; ini menjadi dasar pclaksanaan penyampaian LHKPN bagi Pcjabat
Wajih Lapor

P

2]

(N
(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 3

craturan Direksi inj mengatur mengenai -

Pejabat Wajib Lapor;

Mekanisme penyampaian LHKPN;
Tim pengelola LHKPN:

Sanksi; dan

Ketentuan lain-lain.

BAB II
PEJABAT WAJIB LAPOR

Pasal 4
Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN,
Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta terdiri dari :
a. Dewan Pengawas:
b. Direksi;

BAB III
MEKANISME PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 5
Penyampaian LHKPN scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan
sccara
a. khusus; dan/atau
b. periodik.
Penyampaian LHKPN secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dilakukan pada saat :
4. pengangkatan  sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali
menjabat;
b. Dberakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; atau
. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhir masa
Jabatan atau pensiun.
Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan
dalam jangka wakiu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat
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(5)

(n

(3)

(1)

Penpangkatan pertama/bernkhirnya jabatan/pensiun/penpanpkatan kembali
setelah l)cmklnrnyn masn jabatan atau pensiun sebogo Penyelenpparn Nepara
I’l‘n\':\mp;\i:m LHKPN secara periodik sebapaimana dimaksud pado ayat (1) huraf
b dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama menjubat atas Harta Kekayaan
pada tanggal 31 Desember tahun luporan,

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan

dalam jangka walktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya,

Pasal 6

Penyvampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilaksanakan
melalui aplhikasi LHKPN pada laman ethkpn.kpk.go.id.

Selain melakukan penyampaian LHKPN schagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pejabat Wajib Lapor wajib melampirkan surat kuasa sesuai denpan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai LHKPN,

Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diserahkan
langsung kepada KPK atau dikirimkan melalui layanan pengiriman kepada KPK

paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyampaian LHKPN,

Pasal 7

Apabila penyampaian LHKPN scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan
belum lengkap oleh KPK, Pejabat Wajib Lapor wajib memperbaiki dan
menyampaikan kembali LHKPN yang telah diperbaiki dan/atau menyampaikan
kekurangan lampiran surat kuasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender
scjak diterimanya pemberitahuan belum lengkap dari KPK.

Dalam hal Pejabat Wajib Lapor tidak melaksanakan kewajiban scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), LHKPN yang disampaikan Pejabat Wajib Lapor

dikembalikan dan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

Pasal 6, dan Pasal 7 dibentuk Tim Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan

Keputusan Direksi;

(1
(2)

BAB IV
TIM PENGELOLA LHKPN

. Pasal 9
Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN;
Tim Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a. Penanggungjawab adalah Manajer Umum;
b, Koordinator Kepegawaian adulah Asistcn Manajer SUM;

6

7
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T femstrator Instansi adalah  pejabat yang ditunjuk  oleh  instansi

“truszhaan Umum Daerzh Air Minum Kota Surakartn sehagal Admin

2. Monitoring dﬁn evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam
penyampzian dan pengumuman LHKPN;

Memiasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN

o

dan  bimbingan teknis mengenal  tata  cara pengisian  dan
penyampaian LHEPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filling),

¢ Hzl-hal lainnya vang dapat mendukung kelancaran Pengelolaan
2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pengelolaan LHKPN di lingkungan

Peruszhaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang dilakukan

9. Eoordinator Kepegawaian, dengan tugas :

i- Melzkukan koordinasi dengan KPK mengenai data wajib LHKPN di

imziungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sctiap
2. Melakukan monitoring terhadap Administrator Instansi dalam hal

pemutzkhiran data kepegawaian (antara lain: entry, update, validasi)
darz wzjib LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration).

Pendisiribusian formulir permohonan aktivasi e-Filling dan dokumen

(Y]
1
)
]
3,

n

.
]
g

=orespondens: lainnya kepada wajib LHKPN.
<. Menvampaikan formulir permohonan aktivasi e- Registration dan e-Filling

=zpzdz HPH wvang telah ditandatangani, paling lambat | {satu) bulan
iz Admunistrator Instansi Perusahaan Umum Daerah Air Minum

.0tz Surakariz melakukan Aktivasi akun.

n

Mengngatkan wajib LHKPN di lingkungan Perusahaan Umum Daerah
*r Minum Rotz Surakarta untuk mematuhi kewajiban penyampaian
melaius aplikas: e-LHKPN (Modul E-Filing).

Admimistrator Instansi, dengan tugas :

0

Melzbuizn  koordinasi dengan KPK mengenai  Pengelolaan dan
pengacminisirasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh Koordinator
Kepegawaian

Z. Mengelola aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration) di lingkungan
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta meliputi :

2 Femyusunan master jabalan yang berist nama jabatan:

7

i v ag'y.
. ru e
Y 5 280 e
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(2

." : 3 -~ - hasy 3 -
wengalamt  perubahan data & ingkungan Perusah

110 r S T 3 | - _— R ars} ==Y —
Melakukan pemutakhiran data kepegawwian Wajid LEXEN yang

Panra ) >t © oy T PN Faemoe !
sacrah i Minum Rota Surakarta pada aphikasi &-LEXPN [Modul e-

sadFena®y qnale
:...\- asan Tl

“

.

4]

© o ARuvast akun Administrator Unit - Rerja se

Reat siraton,
do ARtvast akun Wapb LHKPN sebagai pengguna Modul
¢ Melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data Waith
L Memtasilitast dan mengkoordinasikan sosialisasi Kewar

dan  bimbingan  teknis  mengenal tata  cara  pengisian  das

penvampaian LHRKPN melalui aplik
Memfasilitast Wajib LHRPN yang mengalami kendala

U

saat menggunakan aplikast e-LHRPN (Modul e-FAiling!;

. Membantu  Penanggung Jawab, Roordinatoer Repegawaian dalam

melakukan  monitoring  kepatuhan Wajib LHXPN di

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

v ARtivast akun Waith LHRKPN sebagai Pengeuna Modul e- 5
3 £ £

v
[ER SN

1. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN yang

mengalami perubahan data di lingkungan Perusah

aan Umum

Dacrak Air Minum Kota Surakarta pada aplikasi e-LHKPN (Modul e-

Registration);
k. Memfasilitasi Wajib LHKPN yvang mengalami kendala
saat menggunakan aplikast e-LHRKPN (Modul e-Filing).

BAB V
SANKSI

Pasal 10
Penvelenggara Negara yvang jika tidak menyampaikan LHKPN,
dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin

Sankst disiplin sebagaimana dimaksud dalam avat (1) terdiri dari -

teknis pada

sebagaimana

L pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (duapuluh lima persen) selama

I (satu) bulan apabila terlambat menvampaikan 1 bulan dari Kewajiban

penyvampaian LHRKPN;

b, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (duapuluh lima persen) selama

2 {(tdua) bulan apabila terlambat menyampaikan 2 bulan dari Kewajiban

penyampaian LHKPN;

¢ pemotongan tunjangan kinerja sebesar 23% (duapuluh lima persen! selama

3 (tiga} bulan apabila terlambat menyampaikan lebih dari 2 bulan dan

kewajiban penyampaian LHKPN,
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BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11
(1) Sctiap pegawai dan pejabat harus menjaga kerahasiaan isi LHKPN, kecuali yang
diumumkan dalam media resmi LHKPN,
(2)  Kepatuhan pelaporan LHKPN oleh Pejabat Wajib Lapor khususnya bagi Dircksi

menjadi pertimbangan dalam pengangkatan jabatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumumkan Peraturan Direksi
ini dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 15- {3~ 202!

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth
1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;

3. Arsip.
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